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Tulisan ini merupakan bentuleview article dari karya Dr. M. Zaerozi, M. AgPolitik
Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Histatas Kebijaksanaan Pendidikan Agama
konfensional di Indonesiditerbitkan oleh Tiara Wacana tahun 2004.

Diakui bahwa pluralitas agama di Indonesia merupakauah kenyataan historis yang tidak
dapat disangkal oleh siapapun. Melalui prosesabegiengan berbagai dimensinya, pluralitas ini
kemudian dipahami sebagai keunikan ketika dibakaindengan pluralitas yang terjadi di negara-
negara lain. Atas dasar pluralitas tersebut, Irsihemudian tidak mengambil bentuk sebagai
“negara agama”’ yang mendasarkan pada salah sata,aggn tidak pula mengambil bentuk
sekuler yang memisahkan sama sekali agama dalaamuregara; melainkan memformat dirinya
sebagai “negara Pancasila’. Dalam format ini, gleimad Sukardja dikatakan bahwa “Negara
tidak identik dengan agama tertentu, tetapi jdgd tinelepaskan agama dari urusan nebara”.

Paling tidak, dasar-dasar dari keterkaitan angamna dan negara ini terpatri kokoh di dalam
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, balk pada bagiambyiean, batang tubuh, dan
penjelasannya. Lebih tepat lagi, secara ekspis#rdonstitusional ini terdapat dalam sila pertama
Pancasila dan Bab XI UUD 1945 yang berjudul “agabalam hal substansi, keterkaitan antara
agama dan negara tersebut mencakup tiga hal WRent@ma,negara menjamin kemerdekaan
warga negara untuk memeluk agakedua, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk
beribadahKetiga, negara mengakui agama sebagai hak azasiinfa@gnbagi setiap warga
negaranya.

Oleh karena itu, dengan perspekitif pluralitastets@aka negara (Indonesia) secara fungsional
diposisikan bukan sebagai tujuan pragmatis-udiliter; sebagaimana pemikiran Machiavelli yang
mengilhami munculnya fasisme Italia di bawah Mussatau Nazisme Jerman di bawah Hitler.
Negara tidak pula dimaksudkan sebagai cerminanteamas Hobbes yang menyatakan negara
sebagaleviathandengan sifataachtstaat.Namun demikian, meski diposisikan sebagai sarana,
negara juga dimaksudkan sebagai kendaraan bagi golahgan tertentu untuk menguasai
golongan lain sebagaimana ajaran kaum Marxis-lseid@mikian pula, negara tidak difungsikan
sekadar sebagai sarana untuk mengatur “lalu joatEEk” (nachtwathtersstapiwarga negara,
sebagai yang berlaku di negara-negara yang berpitemiisme. Format negara Indonesia
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diarahkan pada vigrelvaarsstaatyang dicirikan oleh tiga karakter; (1) negaraatdabmata-mata
sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyaekBagkaan negara, betapapun besarnya, bukan
sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai alat omakapai tujuan, dan (3) kekuasaan negara
digunakan secara optimal untuk memenuhi kepentibgesama.Tiga karakteristik inilah yang
tercermin dalam empat tujuan yang dirancang okehpeandiri Republik Indonesia, sebagaimana
termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindsegenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umumgeiiesian kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkanketasrdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan siosial. Guna menunaikan sebagian daajkan-kewajiban tersebut, penjelasan UUD
1945 menyatakan bahwa, “....Undang-undang Dasas haengandung visi yang mewajibkan
pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara omukelihara budi pekerti kemanusiaan yang
luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakya sour”.

Pemeliharaan budi pekerti dan cita-cita moral ylmgr tersebut tentunya tidak dapat
dilepaskan dari upaya pembinaan dan pengembanpauga@ beragama. Dengan kata lain,
bahwa pemerintah dan para penyelenggara negardikimamggungjawab untuk menegakkan
eksistensi agama dan kehidupan beragama darigkygang satu di antaranya dilakukan melalui
pendidikan agama. Dalam konteks inilah kemudiakeb®@vang kesadaran dan perhatian yang
cukup besar terhadap pentingnya pendidikan agaesadiran dan perhatian ini yang menjadi
landasan argumentatif untuk mengantarkan pendiddi@ma sebagai salah satu bidang studi yang
bersifat wajib di lembaga-lembaga pendidikan faPniéntingnya atas peran signifikan dari
pendidkan agama ini dikuatkan pula dengan penergmaa confensional di dalam
penyelenggaraannya.

Mengingat ruang lingkup kajian ini yang berdimensktu lampau, maka tulisan ini
menggunakan pendekatan histogsbagai sudut pandang utama, dengan fokus kaj@a p
kebijaksanaan politik kolonial yang berkaitan denglaralitas agama. Di sisi lain, penggunaan
pendekatan historis ini tidak sekadar dimaksudkéukunenggambarkan semua perkembangan
sosial keagamaan, tetapi lebih dari itu, juga diondikan sebagai upaya mengklarifikasi munculnya
pola konvensionalitas sistem pendidikan agama dionksia. Sementara itu, maksud dari
kategorisasi “politik” atas kajian ini bahwa pefanayang dihadapi turut melibatkan peran negara
dalam pendidikan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kajian tentpegdkdikan Islam belum tergarap secara
sistematis. Muchtar Bukhori, misalnya, berpendagaiva sampai tahun 1994 kegiatan penelitian
tentang pendidikan Islam masih terfokus pada persaperasional didaktik-metodik sehingga
masalah-masalah fundasional masih dipahami sebagaincogniteéf Lebih dari itu, Azyumardi
Azra, dalam bukunyBendidikan Islam: Tradisi Modernisasi Menuju Mileni Baru (1999)uga
menyatakan bahwa kajian kependidikan Islam merapbkiang yang belum tergarap secara
serius. Oleh Azyumardi, lebih lanjut dikatakan balwerhatian terhadap kependidikan Islam
memerlukan lebih banyak lagi kajian historis akddttnsekuensial sebagai dilakukan misalnya
oleh Karel A. Steenbrink dalam bukum@santren, Madrasah Sekatah
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Pada prinsipnya, buku ini dibagi menjadi lima bagibagian (1) membahas tentang
pendahuluan yang berisi telaah pustaka atas FRdiklidikan dalam era pluralitas. Paling tidak
dalam telaah tersebut, Saerozi memaparkan belpeiagiapat para tokoh yang berkaitan dengan
Isu pluralitas, misalnya, tokoh-tokoh tersebutagtlurcholis Madjid yang mengemukakan bahwa
pluralisme adalah sistem nilai yang mendorong nekesialam dua perilaku, yaitu agar manusia
berpandangan positif-optimis terhadap kemajemukiam agar manusia dapat menerima
kemajemukan sebagai kenyataan serta berbuat saloagkin berdasarkan kenyataan tersébut.
Sementara Amin Abdullah lebih jauh memberikan aetasinya bahwa beratnya tugas tersebut
tidak disebabkan oleh normativitas agama, melailgkaim karena historisitas para pemelukfya.
Lebih jauh, George F. Keneller berpendapat bahevenatiially reinforcingantara tatanan politik
suatu bangsa dan sistem pendidikan yang dibangd@nbgéam kasus Indonesia, misalnya,
pendapat Keneller tersebut secara inklusif menytmka penyelenggaraan pendidikan agama
yang telah diupayakan oleh setiap komunitas beegdaimdonesia. Pada ranah politik, pemerintah
Indonesia tidak dapat mengabaikan sisi historissdarangat relegiositas, yang telah mengkristal
dalam praktik-praktik penyiaran agama melalui leabpendidikan dan pendidikan agama di
lembaga-lembaga pendidikan formal. Oleh karenaniunurut Sairozi, aplikasi pra-konvensional
dalam pendidikan agama sebagaimana dikehendakigsaddang merupakan jawaban politis dari
upaya untuk menguatkan hubungan timbal-balik aptitik dan pendidikan agama yang sudah
mengakar di dalam tiap-tiap kelompok masyarakagbena.

Bagian (2) membahas persoalan konvensionalitgaksamaan pendidikan nasional. Bagian ini
antara lain mencakup kebijaksanaan negara teragdaga, dalam bahasan ini Saerozi mengkaji
bahwa di Indonesia, instrumen-instrumen penting yiapat digunakan sebagai tolok-ukur dari
tanggungjawab negara terhadap agama terefleksikgla peberadaan lembaga-lembaga
keagamaan, produktivitas peraturan perundang-usdlaggng terkait dengan agama atau
kehidupan beragama dalam suatu “orde”. Hal inhlelgerkuat lagi oleh pandangan Ahmad
Sukardja yang mengemukakan bahwa dalam prakiketgakaitan agama dan negara di Indonesia
sangat tergantung pada semangat penyelenggara. Wetilaya, bahwa kuat lemahnya semangat
keagamaan para penyelenggara negara sangat dipentgdr antara lain pandangan keagamaan.
Sebaliknya, jika penyelenggara negara cenderumgarioiEmngan sekuler, maka tidak tertutup
kemungkinan agama akan tersingkirkan dari kancditk pkenegaraaf® Pembahasan ini
dilanjutkan dengan kebijaksanaan negara terhad@ligan agama, dalam bahasan ini Saerozi
mencoba mengulas beberapa hal yang berkaitan deglgjmksanaan negara dalam pendidikan
agama, yaitu pendekatan dalam pendidikan agamengld@sinya pada pendidik. Dalam kajian
ini penulis mencoba meletakan eksistensi Pentlidgada tataran ideal, bahwa pendidikan agama
dijenjang dasar dan menengah dilakukan secaradbalbegan pendidikan agama di perguruan
tinggi.

Ada tiga hal yang perlu ditawarkan oleh penulisardalbenerapannygertama bahwa
penerapan pendekatan akademik di perguruan tiolgdi boleh terlepas dari visi dan misi
pendekatan di jenjang dasar dan menerigetiua implikasi metodologis dari adanya tingkat
religiositas mahasiswa yang beragam. Dengan kathdhwa beragamnya agama yang dianut dan
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tingkat pengetahuan agama di kalangan mahasistvayermemerlukan penerapan pendekatan
yang beragam pula. Dalam konteks inilah oleh Saperziekatan teologi masih relevan untuk
diterapkanKetiga perihal eksistensi dosen tamu dengan ragam agmgeberbeda. Misalnya,
fakultas teologi atau pendidikan tinggi agama 8epEAIN, IAIN dan UIN sering menghadirkan
dosen tamu yang kebetulan menganut agama yangldoatbagan agama yang dianut para
mahasiswa. Dosen tamu tersebut kemudian dibes s&aagai pengampu matakuliah seperti
sosiologi agama, perbandingan agama, dan Islamdkaga kuliah-mata kuliah seperti ini
sebetulnya sangat lekat dengan aspek keagamabnkad¥ma itu, secara konstitusional tidak
relevan untuk dimasukan ke dalam ranah keimuanesekIntuk menjembatani ketiga masalah
tersebut, sedikitnya ada dua langkah strategishamg ditemputPertama studi-studi agama di
perguruan tinggi yang diajarkan oleh siapapun,agiai@n bermuara pada pendekatan teologis-
kritis* dan falsafah kalam yang pada dasarnya dibedakgreddekatan teologis dan akademis-
liberal. Kedua penegasan dalam ‘rancang bangun matakuliah’ batatz kuliah tersebut tetap
diorientasikan untuk menguatkan iman dan tagwa.

Bagian (3), membahas seputar sejarah sistem konfEngada bagian ini penulis mencoba
memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengatistésigperkembangan sistem konvensional
melalui beberapa kajian pokok, yaitu diversitagygdp perkembangan segregasi pemeluk agama
dari masa pra-kolonial, masa kolonial hingga messkdekaan dengan beberapa orde dilalui. Pada
bagian selanjutnya, Saerozi mencoba menguraikanppial kebijaksanaan poliik dari para
penguasa di Indonesia terhadap Kelompok Keyakimaoriids (KKM), dengan fokus kajian pada
kebijaksanaan pendidikan. Ruang lingkup kajiamigientang dari masa kolonial sampai periode
pasca-kemerdekaan. Beberapa di antaranya disdgkgian contoh kebijaksanaan. Pada bagian
akhir, dikemukakan rumusan teoritik pendidikan agsemg dinilai relevan dengan visi kontitusi
dari corak kemajemukan yang berlangsung di Indmnesi

Disadari bahwa karya Saerozi tentang pendidikeragbluralisme ini bukan satu-satunya karya
dalam bidang kajian dengan term pluralisme, melainkasih terdapat beberapa karya yang hampir
sama mengkaji term-term pluralisme. Di antarangéabdkarya Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah:
Pendidikan Agama Era Multi kultural Multi-religiualam kajian ini H. M. Amin Abdullah
mencoba menggunakan beberapa pendekatan dalarkapgosmdidikan di era multi-kultural dan
multi-religius. Pendekatan fenomenologi agama cukembantu dalam mencari jawaban atas
kesulitan atau ketegangdenGion antara keabsolutan dan kerelatifan dalam beragndekatan
fenomenologi agama sebetulnya ingin mendialogkamyatukan, dan menghimpun kembali
kedua entitas berpikir yang seringkali telah tafpsecara diametral. Fenemenologi agama dirasa
cukup membantu memahami model berpikir keagama#nyding berdimensi absolut-normatif
maupun yang relatif-historis, dan berupaya dengdoabai cara untuk mempertemukan keduanya
dalam satu tarikan nafas sosial-keagamaan.

Saerozi dalam kajian politik pendidikan agamandadea pluralisme lebih kepada pendekatan
historis, sementara H. M.Amin Abdullah dalam kajiantentang pendidikan di era multikultural
multi religius menempatkan pendekatan fenomenalggma sebagai pendekatan yang amat
penting dalam menangkap gejala kemajemukan umatisimaf-enomenologi agama sangat
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memperhatikan dimensi relativitas, historisitags, @mpiris agama-agama dalam era multikultural
ini. Namun demikian, bukanlah pendekatan fenomgisolama jika ia hanya memperhatikan
aspek relativitas, empiris, dan histori agama-agdmguga sangat dan sungguh-sungguh
memperhatikan dan peduli terhadap dimensi norat@®liut agama-agama. Adapun dimensi
“keabsolutan” yang juga sangat diperhatikan olelorfeenologi agama adalah sig/Hat lies
beyond the diverse phenomenon of religiug@ia yang sesungguhnya ada dan bersifat
fundamental-mendasar di balik fenomena keanekasrgaamgama-agama umat manusia?
Pencarian ini sebetulnya cukup berat karena tuelibatkan logika, intelek, spiritualitas,
kecerdasan, bahkan nalar kritis, selain ketulusarkeikhlasaf. Untuk memasuki wilayah ini,
pendekatan fenomenologi agama mengedepankan randekptan yang terbuka, transparan, dan
empirik terhadap realitas keanekaragaman atalitpkiegama.

Sebetulnya jika ingin lebih proporsional dalam megkap gejala-gejala masyarakat yang
pluralis, Saerozi harus menempatkan pula penddkatamenologi agama menjadi pendekatan, di
samping pendekatan historis yang ia gunakan. &kami,tpenulis menyadari bahwa Saerozi dalam
kajiannya adalah sebuah telaah historis, maka sastedjarnya jika kemudian dia lebih banyak
menekankan pendekatan kajiannya pada pendekatjyardamn. Namun demikian, dengan
memperbandingkan kedua kajian ini, baik pendiddgama era multi-kultural dan multi-religius
oleh H. M. Amin Abdullah dan politik pendidikan agadalam era pluralisme oleh Saerozi, kedua-
duanya telah memberikan sumbangan pemikiran baggdéani dalam mengkaji lebih jauh betapa
pentingnya model pendidikan multikultural dalamyagakat yang majemuk ini.

Dalam akhir kajiannya, Saerozi memberikan penjelbabwapertama kebijaksanaan negara
tentang pola pendidikan agama yang relevan dealgafah Pancasila adalah pola konvensional.
Menurut pola ini, negara memberikan legitimasi h@endidikan agama untuk meningkatkan
keimanan dan ketakwaan subjek didik pada agamagwassing. Pola sebaliknya adalah pola
non-konvensional, yaitu negara memberikan legitibagg pengenalan berbagai agama di sekolah
untuk menyadari adanya berbagai kepercayaan ygaigndioleh kelompok-kelompok di dalam
masyarakat.

Unsur konvensional dalam kebijaksanaan pendidikdnddnesia tampak dalam beberapa
aspek; (a) pendekatan pendidikan yang teologipi tiefrkontrol melalui pendekatan lain yang
bekerja secara kontekstual, (b) pendidik yang ditggn beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha esa; (c) praktik ibadah dan acara-aeagaknaan yang dilakukan di sekolah negeri; (d)
pendanaan pendidikan bukan hanya dialokasikan lentidaga pendidikan negeri bersifat umum,
tetapi juga untuk lembaga pendidikan keagamaaa, seasta berciri khusus agaridadua di
Indonesia pola pendidikan agama konvensional merapsejarah yang panjang. Akar-akarnya
ditemukan secara jelas dan sistematis di dalajaksdonaan segregasi kolonial. Dari sisi subjeknya,
kebijaksanaan segregatif tersebut dapat dibedakafaditiga pola, yaitu (a) kebijaksanaan
segregatif pola Portugis, (b) kebijaksanaan sdfrega VOC, dan (c) kebijaksanaan segregatif
pola pemerintah Hindia Belanda. Ketiga penguasai@bltersebut mempunyai kesamaan aspek
dalam kebijaksanaan segregasinya, yaitu fisik &gmhlan. Dengan kata lain, tempat tinggal
masyarakat diatur secara terpisah menurut perbedaaa kulit, agama, dan kultural. Berdasar
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salah satu dari ketiga aspek itulah pemerintamiablmengkondisikan masyarakat ke dalam dua
varian kelompok, yaitu Kelompok Keyakinan MinoritdsKM) dan Kelompok Keyakinan
Dominan (KKD).

Lebih dari itu, Pluralisme agama konvensional seliagpijaksanaan negara mempunyai lima
prinsip dasar, yaitu (a) mengakui tiap-tiap keldkkeyakinan warganya; (b) mendorong secara
spesifik agar tiap kelompok tersebut mengamalkarkeimanan dan ketakwaan masing-masing;
(c) membina individu dalam tiap-tiap kelompok keyak agar saling menghormati dengan
didorong oleh kedalaman iman dan takwanya; (d) mkantintu akses partisipasi bagi Kelompok
Keyakinan Minoritas (KKM) dalam ranah kekuasaam da@) memberdayakan kelompok
keyakinan yang tertindas. Pola sebaliknya adalakalisme agama non-konfensional’, di mana
negara mengakui semua kelompok keyakinan dan ham@orong warganya mengenal berbagai
agama secara objektif. Implementasi kebijaksaphamlisme agama konfensional’ dapat berjalan
sempurna apabila negara menjalankan pola penertat@npok Keyakinan Minoritas (KKM)
atas nilai Kelompok keyakinan Dominan (KKD) dalangkatan yang rendah. Negara bukan
hanya memberikan peluang kepada tiap-tiap kelomymiidk mengamalkan keyakinannya,
melainkan juga memberdayakan kelompok keyakintanis.

Ketiga agartruth claimsebagai ruh pendekatan teologi berlangsung semdiddk mudah
mengarah pada dogmatisme dan fanatisme sempit,dipekakan pendekatan-pendekatan yang
memiliki daya pencerah bagi kadar keberagamaagkstijk. Pendekatan yang dimaksud adalah
scientific cum doctrinaitteologi kritis dan falasafah kalam. Ketiga pendekiti mempunyai daya
pencerah dan kontrol terhadayh claimkeberagamaan sebab mekanisme kerjanya sarat dengan
analisis kontekstual terhadap ajaran agaleempat, bahwa implementasi kebijaksanaan
pendidikan agama konfensional akan menjadi reldeagan teori pendidikan dan pluralisme
agama konfensional, apabila guru agama memilikikiesn yang seagama dengan kurikulum dan
siswanya. Dengan kata lain, bahwa proses pendidigaacam itu menghindarkan lembaga
pendidikan dari tindakan mendominasi atau menarkant religiositas siswa sebab di dalamnya
tidak ada pihak yang mengharuskan Kelompok Keyakivanoritas (KKM) menggunakan
keyakinan Kelompok Keyakinan Dominan (KKD).
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30. Falsafah kalam berbeda dari teologi kritis pada jenis imu yang dijadikan pisau analisisnya, Theo Philosophy lebih
dikenal di kalangan iimuan eksakta. Komarudin Hidayat dan Mohammad Wahyuni Nafis, Agama, hal. 108-110.

5 HM. Amin Abdullah, “Mencari Model Pendidikan Agama Perdamaian”, Dalam Pendidikan Agama Era Multi
Kultural Mutti Religius (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Perdamaian, 2005), hal. 156.
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